



BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
selanjutnya disebut UUPA, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Menurut Pasal 33 UUPA 
Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan 
lahir bathin yang satu kepada yang lain.  
Jika dalam rumah tangga yang dijalankan tidak terdapat kebahagiaan ataupun tidak 
saling mencintai akan timbul pertengkaran dan berujung pada perceraian. Istilah perceraian 
menurut UUPA tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian 
menunjukkan adanya: a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 
memutus hubungan perkawinan di antara mereka. b. Peristiwa hukum yang memutuskan 
hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang 
merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. c. 
Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya 
hubungan perkawinan antara suami dan istri.  
Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang 
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami 
istri).2 Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka 
dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan 
terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, 
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dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, 
yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.  
Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum 
perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai 
suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. 
Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturrahim (hubungan 
sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara 
bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah 
tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut. 3 
Terhentinya perkawinan  tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru 
timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam 
hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. Perkecualian yang diatur 
dalam Pasal 223 KUHPer, yang mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan 
perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang 
lain dalam masa perkawinan. 4 Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat 
perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat 
itu. 
Pasal 39 Ayat 2 UUPA menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada 
cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
isteri.5 Mengingat dari data yang diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Agama 
Kabupaten Lumajang yang sampai pada tanggal 17 Februari 2020 ini sejumlah 481 kasus 
perceraian baru yang didaftarkan dan 632 yang sudah diputuskan.6 Dengan sample contoh 
pada bulan Januari, sebanyak 316 kasus cerai gugat (yang didalamnya termasuk acara : 
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4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 




persidangan, sidang pertama, pembuatan akta cerai, minutasi) sementara untuk cerai talak 
yakni sebanyak 110 kasus (yang didalamnya termasuk : persidangan, penetapan majelis 
hakim ikrar tolak,pembuatan akta cerai, minutasi). 7 
Didapat juga dari Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang data 
5 tahun terakhir kasus yang telah diputus oleh hakim atas masalah percerain baik cerai talak 
maupun cerai gugat, mulai dari tahun 2014 sebanyak 3239 kasus, tahun 2015 sebanyak 
3711 kasus, tahun 2016 sebanyak 4047 kasus, tahun 2017 sebanyak 3348 kasus, tahun 2018 
sebanyak 3765 kasus, dan pada tahaun 2019 sebanyak 4130 kasus8 Mengingat secara 
georagrafis Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang kecil dengan luas 1.790,90 
km2 , di mana dibagi menjadi 21 kecamatan , 195 desa. Dan 7 kelurahan. Di sebelah barat 
Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur , berbatasan dengan Kabupaten Jember 
dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia, dan jumlah penduduk sampai dengan Juni 
2016 adalah 1.104.759 jiwa. 9 
Dengan jumlah penduduk yang terbilang sedikit, maka jumlah perceraian yang rata-
rata 3 (tiga) ribu putusan tiap tahunnya terbilang cukup banyak. Dari data ini Penulis juga 
ingin menggali lebih dalam lagi mengenai rata-rata alasan-alasan perceraian yang diterima 
hakim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.  
Pada sidang perceraian didalamnya juga terdapat proses mediasi baik sidang di 
Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator10. Pada Pasal 5 angka 
                                                          
7 Ibid. 
8 Ibid.  
9 https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php 




1 juga dijelaskan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak 
menghendak lain.11 Pada penulisan penelitian hukum ini, penulis juga menganalisis tingkat 
keberhasilan proses mediasi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam 
proses mediasi.  
 
 




No Judul Penulis Hasil Penelitian 
1.  Faktor-faktor Penyebab 
Tingginya Perkara Cerai 
Gugat (Studi Perkara di 





1. Faktor-faktor dominan 
yang menjadi penyebab 
tingginya cerai gugat 
tahun 2013-2015 adalah: 
Pertama, karena faktor 
tidak ada keharmonisan. 
Kedua, faktor tidak ada 
tanggung. Ketiga, faktor 
ekonomi. Selanjutnya 
terdapat pula faktor-
faktor lain yang 
menyebabkan tingginya 
angka cerai gugat, faktor-
faktor tersebut antara 
lain: pihak ketiga, krisis 
akhlak, kekejaman 
jasmani, kawin paksa, 
cemburu, dihukum, cacat 
biologis, kekejaman 
mental, poligami, dan 
lain-lain.  
2. Tinjauan sosiologi 
Hukum Islam terhadap 
faktor-faktor dominan 
penyebab tingginya cerai 
gugat di Kabupaten 
Bantul adalah: Pertama, 
karena faktor tidak 
keharmonisan, 
                                                          





terjadi perselisihan antara 
suami dan istri, 





tidak berlarut-larut yang 
kemudian berakhir pada 
pintu perceraian. Kedua, 
faktor tidak ada tanggung 
jawab dari suami, apabila 
peran dan tanggung 
jawabnya dijalankan 
dengan baik, maka akan 
tercipta keluarga yang 
harmonis. Ketiga, faktor 
ekonomi yang kurang 
menyebabkan 
perselisihan yang terus 
menerus dan tidak dapat 
lagi dihindarkan, maka 
antara suami dan istri 
haruslah mengerti 
keadaan kedua belah 
pihak dari segi apapun 
termasuk pekerjaan 
suami kepada rumah 
tangga yang 
berkewajiban memberi 
nafkah, agar tidak terjadi 
perselisihan 
berkepanjangan.  
2.   Faktor Penyebab 
Tingginya Perkara Cerai 
Gugat di Pengadilan 







angka cerai gugat di PA 
Palembang antara lain:  
a. Tidak adanya 
keharmonisan dalam 
rumah tangga, karena 
diantara suami dan istri 
sering terjadi 
perselisihan, sebab ini 
terjadi sebesar 48,3%.  
b. Gangguan pihak ketiga 
seperti kehadiran wanita 
idaman lain, sebab ini 




c. Tidak ada tanggung 
jawab lebih menekankan 
pada pengabaian 
terhadap kewajiban yang 
diemban dalam keluarga, 
sebab ini terjadi sebesar 
15,3%. 
d. Ekonomi yang 
merupakan salah satu 
faktor penunjang bagi 
berhasil tidaknya dalam 
keluarga, sebab ini terjadi 
sebesar 9,4%. 
e. Cemburu adalah 
tudingan atau dugaan 
istri kepada suaminya 
bahwa suaminya ada 
main atau selingkuh 
dengan wanita lain, sebab 
ini terjadi sebesar 3,4%. 
f. Poligami tidak sehat 
(tidak mendapatkan ijin 
istri atau Pengadilan 
Agama), sebab ini terjadi 
sebesar 1,9%. 
g. Masalah moral atau krisis 
akhlak, sebab ini terjadi 
sebesar 0,1%.  
3.  Analisis Terhadap 
Tingginya Angka Cerai 
Gugat (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama 





Angka perceraian di 
Pengadilan Agama 
Banyumas pada tahun 2011 
menunjukkan bahwa 
perkara cerai gugat lebih 
banyak daripada cerai 
talak. Pada tahun 2011 
menunjukkan bahwa 
terdapat 1428 kasus 
perceraian yang terdiri dari 
973 kasus cerai gugat dan 
455 kasus cerai talak. 
Penyebab cerai gugat yang 
terdiri dari: Pertama, 343 
disebabkan oleh faktor 
ekonomi, yaitu penghasilan 
istri yang lebih besar 
daripada penghasilan 
suami, dan suami tidak 
memberi nafkah. Kedua, 





meninggalkan istri tanpa 
izin dan tanpa merasa 
bersalah. Ketiga, 340 kasus 
yang disebabkan oleh tidak 
adanya keharmonisan. 
Faktor lainnya adalah 
faktor orang ketiga yang 
muncul disaat suami 
merasa jenuh dilingkungan 
keluarganya sendiri.  
4. Faktor-faktor yang 
Mmepengaruhi 
Tingginya Angka Cerai 







Dari 789 perkara cerai 
gugat selama tahun 2006-
2008 yang diterima 
Pengadilan Agama 
Yogyakarta, faktor 
dominan yang dijadikan 
alasan sitri untuk 
menggugat cerai suaminya 
adalah: Pertama, karena 
faktor tidak ada tanggung 
jawab dari suami sebagai 
kepala rumah tangga. 
Kedua, faktor tidak ada 
keharmonisan, 
dikarenakan sering terjadi 
percekcokan yang 
berkepanjangan. Ketiga, 
faktor gangguan orang 
ketiga yang mengakibatkan 
suami melakukan 
perselingkuhan dengan 
wanita idaman lain. 
Selanjutnya terdapat pula 
faktor-faktor lain yang 
menyebabkan tingginya 
angka cerai gugat, faktor-
faktor tersebut antara lain: 
ekonomi, krisis akhlak, 
kekejaman mental, 
penganiayaan berat, cacat 
biologis, cemburu, 
dihukum, dan kawin paksa.  
 
5. Perceraian Karena 
Gugatan Istri (Studi 
Kasus Perkara Cerai 
Gugat Nomor: 
0597/Pdt.G/2011/PA.Sal 




Latar belakang pelaku cerai 
gugat pada umumnya 
berasal dari keluarga 
kurang mampu secara 
social ekonomi. Faktor 
cerai gugat yang ditemukan 




di Pengadilan Agama 
Salatiga) 
ekonomi dan kurangnya 
tanggung jawab suami atas 
nasib keluarga. Dampak 
perceraian yaitu istri 
menanggung semua biaya 
anaknya sendiri tanpa 
bantuan mantan suaminya 
karena faktor cerai gugat 
tersebut adalah faktor 
ekonomi dan kurang 
tanggung jawabnya suami 
atas nasib keluarga.  
Sumber data : 
1. Skripsi oleh Syauqie Muhammad, “Faktor-faktor Penyebab Tingginya 
Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Bantul Tahun 
2013-2015)”, Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016  
2. Skripsi oleh Rusmala Dewi Jayanti, “Faktor Penyebab Tingginya Perkara 
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”, Program Studi Ahwal 
Al Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007. 
3. Skripsi oleh Muhammad Al-Kaafi, “Analisis Terhadap Tingginya Angka 
Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 
2011”, Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, Jurusan Syari’ah, Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2013.  
4. Skripsi oleh Lina Nurhayanti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama 
Yogyakarta Tahun 2006-2008)”, Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, 
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 




5. Skripsi oleh Himatul Aliyah, “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi 
Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 
0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)”, Jurusan Syariah, 
Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Salatiga, Tahun 2013.  
Perbedaan penelitian terdahulu dengan judul yang akan dibahas oleh penulis 
memiliki perbedaan yakni penelitian terdahulu tidak membahas bagaimana tingkat 
keberhasilan mediasi pada proses perceraian dan juga apa saja faktor-faktor yang 
menyebabkan proses mediasi tersebut mengalami kegagalan.  Sehingga dengan adanya 
permasalahan tersebut, penulis menjadi tertarik untuk membahas lebih lanjut sebagaimana 
judul diatas “EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI KASUS CERAI GUGAT DI 
PENGADILAN AGAMA  [ STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG ]”.  
 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Apa saja faktor- faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat mengingat tingginya 
angka kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?  
2. Bagaimana efektivitas proses mediasi dalam cerai gugat di Pengadilan Agama 
Kabupaten Lumajang  ?   
 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui upaya – upaya apa yang dapat dilakukan, berdasarkan latar belakang 
dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan 
sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat 





2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan 
Agama Kabupaten Lumajang dan juga untuk mengetahui apa saja faktor yang 
menyebabkan mediasi mengalami kegagalan.  
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
a Bagi Ilmu Pengetahuan  
Dengan adanya penulisan metode penelitian hukum ini, maka penulis 
berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 
pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan 
khususnya hukum acara peradilan agama yang menyangkut mengenai apa saja 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kasus cerai gugat di 
Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Penulis  
Bagi penulis, penelitian ini menjadi syarat kelulusan pada jenjang menjadi 
Sarjana Hukum dan diharapkan dapat menambah ilmu mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingginya angka kasus cerai gugat di Pengadilan Agama 
Kabupaten Lumajang. 
b. Bagi Institusi 
Dari hasil penelitian hukum ini, diharapkan dapat digunakan sumber 
bahan masukan ilmu pengetahuan bagi instansi hukum, khususnya adalah 
Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.  




Dari hasil penulisan metode penelitian hukum ini, diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi 
pembaca/masyarakat terutama para wanita yang sudah menikah untuk 
mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kasus 
cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
kehidupan yang nyata.12 Metode ini menekankan penelitian yang bertujuan 
memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke 
obyeknya yaitu mengetahui penyebab tingginya angka kasus cerai gugat di 
Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini penulis beralasan dirasa 
cocok dalam penelitian ini, karena metode pendekatan yuridis sosiologis 
mengambil data dengan melakukan wawancara pada obyek penelitian ini dan 
putusan Pengadilan Agama.  
2. Lokasi Penelitian  
Penulis lebih memfokuskan lokasi di Kabupaten Lumajang Jawa Timur karena 
berdasarkan survey dari data yang diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan 
Agama Kabupaten Lumajang yang sampai pada tanggal 17 Februari 2020 ini 
sejumlah 481 kasus perceraian baru yang didaftarkan dan 632 yang sudah 
diputuskan. Dengan sample contoh pada bulan Januari, sebanyak 318 kasus cerai 
                                                          




gugat baru yang diterima sementara untuk cerai talak yakni sebanyak 108 kasus 
baru yang diterima oleh Pengadilan Agama.13 
3. Jenis Data  
a. Data  primer   
Data primer yaitu data yang dibuat oleh penulis bermaksud khusus 
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani dan dikumpulkan sendiri 
oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 
dilakukan yaitu : 
1) Hasil wawancara dengan responden yang terkait dengan penelitian hukum 
ini 
2) Dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang 
b. Data Sekunder 
        Data Sekunder  adalah data hukum yang bersifat autoritatif yang artinya 
memiliki otoritas mengikat. Data hukum yang digunakan adalah :  
1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
3 Kompilasi Hukum Islam 
4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan.  
c. Data Tersier  
Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 
hukum tersier yang digunakan antara lain:  
                                                          




1. Kamus hukum 
2. Website resmi  
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Pengumpulan data melalui wawancara atau interview dengan menggunakan 
metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 
menentukan kriteria-kriteria tertentu.14 Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah 
melalui tanya jawab langsung kepada : 
a) Pihak Penggunggat (disini adalah para istri) yang menggungat cerai 
suaminya yang penulis temui secara acak langsung pada waktu penulis 
melakukan kunjungan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten 
Lumajang selama kurun waktu 2 (dua) hari berturut-turut.  
b) Pihak Tergugat (disini adalah para suami) yang digugat cerai oleh pihak 
penggugat pada point a.  
b. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh 
Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama kasus 
cerai gugat Kabupaten Lumajang. 
c.  Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan 
pada subyek. 
5. Analisa Data 
Analisa data menggunakan Metode Deskriptif Analitik adalah analisa 
penggambaran diartikan sebagai Analisa penggambaran apa yang terdapat atau 
                                                          




terjadi dalam sebuah kancah, lapang, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul 
diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau 
kondisinya.15 Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Metode ini 
digunakan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan dengan judul yang 
penulis angkat baik dari wawancara, data lapangan, maupun yang lain, kemudian 
penulis mencoba memahami data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis 
dari data yang didapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan. 16 
  
                                                          
15 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2010. (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010) hal. 3.  
16 Soedjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka 




F. Rencana Sistematika Penulisan 
BAB I   :  PENDAHULUAN  
Bab ini memuat latar belakang masalah, pembatasan dan 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi 
penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana 
nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab 
selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis 
memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: Tinjauan 
tentang perkawinan, tinjauan tentang perceraian, dan tinjauan 
tentang proses mediasi dalam sidang perceraian.  
BAB III  :  PEMBAHASAN  
Bab ini memaparkan apa yang menjadi pokok pembahasan 
sebagai objek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang 
dikaji dalam bab ini mengenai faktor-faktor penyebab istri 
mengajukan gugat cerai, bagaimana tingkat keberhasilan 
mediasi dalam proses perceraian serta faktor yang menyebabkan 
proses mediasi mengalami kegagalan di Pengadilan Agama 
Kabupaten Lumajang.  
BAB IV  :  PENUTUP  
Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-
saran dari seluruh pembahasan skripsi 
